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PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR Q38 TAHUN 2009

TENTANG

PEMEENTUNKAN BACAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BREBES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! BRESES,

. bahwa sebagal dndak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlisasl Perangkat
Daerah pada Pasal 45 ayat (1), maka dipandang perlu  membentuk
Badan Penangqulangan Bencana Daerah Kabuj:aten Brebes ;

. bahwa sehubungan hal tersebut, peru ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.
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. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukkan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Proplnsl Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambiahan Lembaran Negara

Republik Indonesla Nomor 4389) ;

. Undang-Undahg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan

Daerah (Lembaran Nagara Republik Indonesla Tahun 204 Nemor -
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4437),
sebagalmana telah beberapa kall dubah terakhir dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Xedua Acas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dé‘erah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844) ;

. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulang

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 207 Nomor
66) ; '



Menetapkan

(5, ]

~J

10,

11,

12.

PERATURAM BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

Peraturen Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Caerah
Provinsi dan Pemerintahan Caerah Kabupaten/ Kota (Lernbaran-
Negara Repubilk Indonesla Tzhun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Neqgara Republik Indonesia Nomor 4737)

Peraturan Pernerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia
Nomer 4741) ;

Peraturan Pemerintah Nomor ! Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Perundang-Undangan ;
Peraturan  Pemerintal Nomor 21 Tahun 2008  tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lernbaran Negara
Repub'ik indonesiy Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4828) ;

Peraturan Femerintah Nomer 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (l.embaran Negarz Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomoi 42, Tambahan Lembaran Negara

Republix Indonesia Nomor 4828) ;
Feraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintakan yang menjadi Kewenangan Pemerintanan
Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahur. 2008 Nomor 8) ;'

Peraturan Daerzh Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Po'a Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten
Brebes {Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008
Nomor 9) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Breties Nomor 7 Tahun 20083 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektort,
Satuan Pglisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes
(Lembarar, Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomc: 12).

b MEMUTUSKAN

BADAN



BAB i

KETENTUAN UMUM
Pasai 1

Dalam Peraturan Inl yang dimaksud dengan :

1. Daerah zdalah Kabupaten Brebes ;

2. Bupati adalah Bupati drebes ;

3, Pemerintah Daerah adalal Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur penyelenggara
Pemeritahan Daerah ;

4, Perangkat Daerah adaiah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintanan Daerah ;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah lembaga

yang dibentuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah setelah
melalul koordinasi dan “onsultasi dengan Kepala Badan Nasional Penangguiangan.

Bencana sesuai dengar Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulengan

Bencana ;

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam Zan/
atau faktor non alam ma;::u.- faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya xcrban
‘iwa rmanusla, kerusakan !ingkungan, keruglan harta benda dan dampak psikologls.

7. Penyelenggeraan vpenangguawgan bencana edalah serangkaian upaya yang meiputi
penetapan kebijakan yang darisike timbuinya bencana, kegiatan pencegahan bencana,
tengg@ap darurat, pemulinan darurar, rehabiiitesi dan.rekonstruksi

8. Pencegahan bencane adalan serangkalen kegiaten yang dilakukan vntuk menguranai atau
menghilangkan resiko bencanz, baik melalti pengurangan ancaman bencana maiupun
pengurangan kerentanan gihak yang terancam bencana :

9. Keslapslagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganiseslan sertz melalul langkah yang tepat guna dan berdaya guna ;

10.Peringaten dini adalah serargkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin
kepada masyarakat tenlang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.

11.Mitigasi adalah serangkaiar upaya untuk mengurangi resiko bencana, oalk melaiui
pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana ;

12.Tanggap darurat bencana adzizh serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera
pada saat kejadiar bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbuikan, yarg
meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan
kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat
prasarana dan sarana ;

13.Rehabilitasi ecalah perbaikan dan pemulinan semua aspek pelayanan pubiik atau
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masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi
atau berjalannya secarz wajer semua aspek pemerintakan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pasca benczna seperti pada kondis sebelum terjadinya bencana ;
14.Rekonstruksl adzlah pembangunan kemball semua prasarana dan sarana, kelembagaan
pada wilayah pasca bencana, balk pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat
dengan sasaran utama tumbuh dan berkemhangnya kegiatan perekonornian, social dan
budaya, tegaknya hukum dan katertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam

segala aspex kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bancana.

BAE II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentur 3adan Penangoulangan Bencana Daerah Kabupatan Brebes,

BAB 1!
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN
Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan Bercana Daerah berkedudukan di bawah dan bertangg.ngjawab

jawzb kepada Supati.

(2) Badan Penanggulangan Banzana Daerah mempunyai tugas |
a. menetapkan Pedomen can Pengarahan ternadap usaha pemanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, pananganan darurat, rehabliitasi sarta
rekonstruksl secara adil can setara ;
b. menetapkan standarises dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bsncana
berdasarkan peraturen perundang-undangan ;

menyusun, menetapkan can menginformasikan peta rawan bencana ;

a o

menyusun dan menetap«an prosedur tatzp penanganan bencana |

melaksanaxan penyelanggarazn nenanggulangan bencana pada wilayahnya ;

(g+]

f. melagorkan penyelenggaraan cenangguiangen bencana kepada Bupati setiap bulan
sekall dalam koncisi norme Zan setiap sast dalam kondisi darurat br:ncane:;
mengendalikan pengumpuien dén penyaluran uang dan barang |
mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran vang diterima dari Anggaran .
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
dan tidak mengikat ;

i, melaksanakan kewajibah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

+ (3) Dalam menyelenggarakan (wgas dimaksud pada ayat (2), Badan Penanggulangan

Bencana Daerah mempunya’ fungsi



3, merumuskan dan meneatapkan kebijakan peranggulangan bencana dan peranganan

pengungsl aengan ¢20at, tapat, efektif aan efislen ;
b. mengkoordinir peleksanaan kegiatan penangguiangan bencana secara terencana,

terpadu dan menyeluruh,

BAB IV
ORGANISASI
Pasal 4

Organlsasi Badan Penanggulangar. Bencana Daerah terdiri atas :

a. {Kepala ;
b. 1«Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ;
¢.+ Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana,

Bagian Kesatu
~ Kepala
Pasal 5

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daeran dipimpir, oleh secrang pejabat eselon 11.a

(2) Kepalza Badan sebagaimana cimaksud pada avat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan

fungs! Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

(3) Kepala Badan Penanggu'angan Bencana Daerah membawahkan Unsur Pengarah dan

Unsur Pelzksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

~w

Bagian Kedua
Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 6

(1) Unsur Pengarah  Penanggulangan Bencana, berkedudukan di 9awah can
bertanggungjawab iangsung xepada Kepala Badan Penargguiangan Bencana Daerah ;

(2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana ditnaksud pada ayal (1), mempunyai tugas
memberlkan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah

dalam melaksanakan penangculangan bencana ;

(3)Untuk  menyelenggarakan tuges dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah
Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi
a. menyusun konsep pelaksanaan kebiiakan penangguiangan bencana daerah 5t



b. memantau dan merngevaluasi dalara penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah,

Pasai 7

(1) Keanggotaan unsur pengarah, terdiri dari
3. Pejabat pemerintah di.2reb terkait |

b. Anggota masyarakat profesional den ahli,

(2) Keanggotaan unsur pengarah setbageimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditunjuk

terdasarkan keahllannya.

Bagian Ketiga
Unsur Peleksena
Pasal 8

(1) Unsur Pelaksana Peranggulangan  3uncang, berkedudukan di  bawah dan

bertanggungjawab langsunrg kepada Kepala Badan ;

(2) Unsur Pelaksana Pernanggulangan Bencana diplmpin oleh Kepalz Pelaksana yang
membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungs! Unsur Peiaksana

sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Penangguiengan Bencana, dimaksud pada Pasal 9 mempunyeai lugas

melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputl :

3. prabencana ;
b. saat tanggap darurat ;

C. pasca bencana.
Pasal 10

r

(1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana, dimaksud pada Pasal 9 menyelenggarakan

fungsl :
a. koordinasi ;

b. komando ; s
c. pelaksana dalam penyelengaaraan penanggulangan bencana.

(2) Fungsi koordinasi dimaksud pada ayat (1) huruf @, merupakan fungsi koordinasi Unsur
FPelaksana Penanggulangan Bencana yang dilaksarakan melalui koorcdinasi dengan satuen



kerja perangkat dacrah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan atau pihak laln
yang diperlukan pada takizp pra bencana dan pasca bencana.

(3) Fungsi kemando dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsl komando Unsur
Pelaksana Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya
manusla, peralatan, logistik dail satuan perangkat daerah lalnnya, Instansi vertixal serta
langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana,
penanggulangan bencana yang dllaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi
dengan satuan peranqkat daerah lainnva, Instansi vertikal dengan memperhatikan
kebljakan penanggu!angan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Fungsl pelaksana aimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan fungsi peleksana Unsur
Pelaksana Penanggulangan Bencana vang dilaksanakan secara terkcordinasi dan
terintegrasl dengan satuan perangkat daerah lainnya, instansi vertlkal cengan
memperhatikan  kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAR V
"'SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS UNSUR PELAKSANA
Bagian Kesatu
SUSUNAN QRGANISAS!
Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Unsu- Peiaksana Badan Penanggulangan Bencana Caerah, terdiri
dari : :
a. Kepala Pelaksara ;
b, Sekretariat ;:
1¢c. Bldang
d. Subbaglan ;
e. Seksi;
f. Kelompok Jabatan Furigsicnai.

(2) Bagan Organisasi Unsur P=laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud
pada ayat (1), merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Inl.

Bagian Kedua
URALAN TUGAS
Faragraf 1
Kepala Falaksana
Pasal 12

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pckok membantu Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam meryeienggarakan tugas pokok dan fungsi Unsur Pe'aksana



Badan Penanggulan@an Bencana Daerah.

(2) Uralan tugas dimaksud pada ayat (1), sebagal berlkut :

(1

)

~—

a. menyelenggarakan keglatan perumsan dan penetanan kebljakan penanggulangan
bencana dan penanganan penqungsi dengan pertindak cepat dan tepat, efektif dan

eflslen ;
b.” menyelenggarakan kegiatan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

penanggulangan beacana secara terencana terpadu dan menyeluruh ;

¢. menyelenggarakan kegiaten untuk melaksanakan pembinaar, fasilitasi dan tugas di
bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan
rakonstruksl, logistik dan pera!étan lingkup kabupaten dan kecamatan ;

d. menyelenggarakan kegiatan untuk melaksanakan pemantauan, evaluast dan

pelaporan bldang penanggulangan bencana ;
e. menyelenggarakan kegiatan untuk mclaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

oleh kepalu BPBD.

Paragraf 2
% Sekretariat
Pasal 13

Sekretarlat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana  dalam
mengkoordinasikan perencanaan, pemblnaan dan pangendallan program, administrasi,

sumberdaya dan kerjasama,

Uraian tugas dimaksud paca ayat (1), sebagar verikut

a. melaksanakan kegiatan pengkoordinasien, sinkronisasi dan integrasi progiam
perencanaan dan perurnusan kebijakan di lingkungan BPBD ;

b. meleksanakan pembinazan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukurm dan -
peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, peningkatan SODM, Kkeuangan,
perlengkapan dan kerumahtanggaan ;

¢. melaksanakan xeglatan fasilitasl tugas den fungsi unsur pengarah penanggula2ngan
bencara

d. melaksanakan «xegiala”  sengumpuian data dar informasi kebencznasn di

wilayahnya ;

melaksanekan keglatan untuk mengkoordinasikan dalam menyusun [aporan

penanggulangan bencana ; z

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olek Kepaia Pelaksana.

W

Pasal 14

(1) Subbagian Program dan Pkiaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat

dalam mengkoordinasikan cenyusunar, pengendalian dan pelaporan program kerja.

(2) Uralan tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. melakukan keglatan untuk mengkoordinasikan penyusunan program  keria
pengawasan tahunan | )



)

b.
c.
d.

e.
k,

g.

h.

melakukan pengendaiian pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan ;
melakukan kegiatan urtuk menghimpun peraturan perundang-undangan ;
melakukan dokumentasi «2giatan perigawasan ;

melakukan pengelolaz~ data/ bahan peayusunan program kerja pengawasan , -
melukukan !nventarisasi permasalahan sesuai bidang tugasnya dan menyiapkan
bahan pedoman pemezahannya ;

melakukan koordinas’ dengan instansi terkait sesuai bidangnya dalam rangka
pelaksanaan tugas ;

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan cleh Kepala Sekretariat.

Pasal 15

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretariat dalam menyiapkan
dan melaksanakan pengeloiaan adminlstrasl keugngan.

(2) Uralan tugas dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut
a. melakukan penylapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan ;

b.

C.

melzkukan pengelolaan adminlistrasi keuangan dan perbendaharaan ;
melakukan pengendalizn administrasi keuangan ;

d. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan ;
€. melakukan inventarisasi permasalahan sesuai bidang tugasnya dan menviapkan

bahan pedoman pemecahannya ;

melakukan koordinasi dengan Instansi terkait sesuai bidangrya aalam rangka
pelaksanaan tugas ;

melakukan tugas-tugas lain yang aiberikan oleh Kepala Sekretariat.

rasal 15

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mermpunyai tugas pokok membantu Sekrztariat
dalam menyiapkan dan melaksanakan urusan bidang ketatausahaan, kerumahtanggazn,
perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

(2) Uralan tugas dimaksud pada ayat (1), sebagal berlkut :

a

b.
C.
d.

2D

melakukan pengelaiaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan ;

melakukan penylapan den pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan ;
melakukan pengelolaan administrasi kepegawalan ;

melakukan Inventarisasi permasalahan sesual bidang tugasnya dan Imenyizpkan
bahan pedoman pemeczhannya ;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidangnva dalam rasgka
pelaksanaan tugas ;

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Paragraf 3
Bidarg Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Pasal 17

(1) Bidang Pencegahan Dan !'esiapsiagean mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Pelaksang dalam meleksanakan koordirasi dan kebijakan di bidang pencegahan <an
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kesiapsiagaan pada prabencana sarta pemberdayaan masyarakat,

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

d.

melaksanakan perurrusan  kebijekan di  bldang pencegahan, mitigasi dan
keslapslagaan pade prabencana serta pemberdayaan masyarakat ;

melaksanakan kocrdinasl dan kebijakan dl bidang pencegahan, mitlgas: dan
keslapslagaan pada prabercana serté pemberdayaan masyarakat

melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di oidarg
pencegahan, raltigas’ dan kesiapsiagaan pada orabencana serta pemberdayaan
masyarakat ;

melaksanakan pemaniauzr, evaluasi dan analisis pelaporan tentang kebijakan di
bideng penceganan, mitigasi dan kesiapsiegaan pada prabencana  serta
pembercayaan masya-z<at ;

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Fesal 18

(1) Seksl Pencegahan mempunyai tugas poxok membantu Kepala Bidang sesual cengan

bidang tugasnya.

’ (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a0 g w

o

melaxukan keglatan kebljakan teknls pencegahan bencana ;
melskukan pembinaaan di bidang pencegahan bencana ;
melakukan keglatan fas:!itasl can koorclinasi di bidang pencegahan bencana ;

melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana ,

melakukan pengenalan can pe'ngkajian ancaman bencana ;

melakukan kegiatan pemahaman tentang  kerentanan  masyarakat  daiam
penanggulangan bencana dan pemetaan daerah rawan bencara ;

melzalcukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

© Pasal 19

o (1) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai dengan
bldang tugasnya,

(2) Uraian tugas dimaksud pada eyzt (i), sebagal berikut :

a.

b.

C.

melakukan kegiatan teknis xeslapsiagaan akan terjadinya bincana ;

melakukan pemblnaan di tidang kesapsiagaan akan terjadinya bencana ;

melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi dan uji coba rencana penanggulangan
bencana ;

d. melakukan pemasangan dan pengujian perargkat peringatan dini ;

melakukan kegiatan,_;penyuluhan, pelatihan dan gladi serta penyusunan data,
informasi dan pemutakhiran prosedur tatap ;
melakukan tugas-tugas iein yang dicerikan oleh Kepala 8idang.



Paragrai 4
Bidang Kedaruratan Dan Logistik
Pasal 20

(1) Bldang Kedaruratan Dan Logistik mempunyal tugas pokok membantu Kepala Pelaksana
calam melaksanakan koordinasl dan kebljakan dl bldang penanggulangan bencana pada

saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(2) Uralan tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a.

o

melaksanakan perumusan kebljakan di bidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik ;

melaksanakan kourdinasi dan «ebijakan di hldang penanggulangan bLencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsl dan cukungan loglstik ;

melaksanakan komanco penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ;
melaksanakan hubungan kerja cl bideng penanggulangan bencena pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistlk ;

melaksanakan permantauan, evaluasl dar analisls pelagoran pelaksanaan kedijakan di
bldang penanggulang tencanz pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi
dan dukungen logistix ;

meiaksanakan tugas-tugas lain yang diberkan cieh Kepala Pelaksana.

Pasal 21

Seksl Kedaruratan mempuryai tugas pokok membantu Kepala Bldang sesuai dengan

bidang tugasnya.

d.

- a o

raian wugas dimaxsua pada ayvat (1). sebagai berikut ; _
melakukan kegiatan fasuitasi, koordinasi, penyelamatan, evakuasi, peranganan
kerusakan dan penentuan status keadaan darurat bencana ;
melakukan kegiatan pemenuhan kebutunan dasar dan perlindungan terhadap
kelcmpok rentan ;
melakukan kegiatan pungerahen SOM, imigrasi, perijinan dan karantina ;
melakukan keglatan pengacaarn bararg dan jasa tanggap darurat ;
melakukan keglatan pemulhan sarana dan prasarana vital ;
melakukan tugas-tugas lain yanqg diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

(1) Seksl Loglstik memnunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang sesuai den§an bidang

tugasnya.

(2) Uraian tugas dimaksud pada avat (1), sebagai berikut :

a.

melakukan kegiatan fasi'itasi koordinasi dan pengadaan kebutuhan air bercih,
sanitasi, kebutuhan pangan dan sandang ;

melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, psikososial dan pengepakan logistik ;
meiakukan kegiatan perjsdaan barang Gan jasa, penyedizan dan pengelolean dapur
umum ;

melakukan Kkegiatan p=ngadaan, pengerahan, pemeliharaan dan penarimaan



peralatan penanggulangan bencana ;
€. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 5
Bidang Rehabllitasl Dan Rekonstruksl
Pasal 23

(1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Pelaksana dalam melaksanakan .koordinasi dan kebijakan di bldang penangguiangan

bencana pada pascabencana.

(2) Uralan tugas dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
a. melaksanakan perumusan kebljakan dl bidang penanggulangan bencana pada

pascabenczna ;
h. melaksanakan pangkcordinasian dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana

pada pascabsncana ;
¢. melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana  pada

pascabencana ;
d. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan ana's's pelaporan tentang pelaksanaan

kebljakan dl b'dang penénqgulangan bencana pada pascabencana ;
e. melaksanakan tugas-tugas 'ain yang diberixan oleh Kepaia Pelaksana.

Pasal 24
(1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok mempantu Kepala Bidang sesual dengan
bidang tugasnya.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayal (1), sebagai berikut :
3. melakukan kegiatan ekns fasifitasi, Keordirasi den perbaikan lingkungan dzerah
bencana, sarana ~rasirand Umum dan pemberian bantuan perbaikan rumah

masyarakat ;
b. meiakukan kegiatan pemulihan sosial psikologls. pelayanan kesehatan, rekonslliasi

dan resolusl konfllk ;
¢. melakukan kegiatar. pemulihan sosial ekonomi, budaya dan keamanan ketertiban ;

d. melakukan kegiatan pe-sulinan pemerintahan dan pelayanan publik ;
e. melakukan tugas-tugas iain yang ciberikan oleh Kepala Bidang sesual dengan tugas

di hidangnya,
Fasal 29

(1) Seksi Rekcnstruksi mempunyai tugas pokok mernbantu Kepala Bidang sesuai dengan
bldang tugasnya.

(2) Uraian tugas dimaksud pade avat (1), sebagai barikut :
a. melakukan kegiatan teknis fasilitasi, koordinasi dan pembangunan kembali prasdrana
dan saranz sosial masyarekat ;
b. melakukan kegiatan untuk membangkitkan kembali kehidupan sosial budzya
masyarakat dengan gpenerapan rancang bangun Yang tepat dan penggunaan



/ peraiatan tanan bencana ;
/ C. melakukan keglatan untuk memotifasi partisipasi dan peran serta swasta dalam

peningkatan pemulihan kondls! sosial ekonomi dan budaya dalam masyarakat ;
d. melakukan tugas-tucas luin yang diberikan cleh Kepala Bidang.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 26

(1) Kepala Pelaksana dljabat clen pefabat eselon 1.0 ;
(2) Kepala Sekretarlat dan Kepala Bidang dijabat sleh pzjabat eselon [ILb ;

(3) Kepala Subbaglan dan Kegalza Seksl dljabat clen pejabat eselon iV,a.

BAB VII
= . PEMEIAYAAN

‘ Pasal 27

Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipebankan pada Anggaran Pendapzatan
dan Belanja Daeral Kabupaten Srebes dan sumber lalnnya yang sah dan tidak meng'kat,

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugas, 3adan Penanggulangan Bencana Daerah menerapkan
prinslp koordlnas!, Integras! dar sinkronisas' ;

(2) Pimpinan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan
o tugas melakukan pembin>2n dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya,

BAB (X
KETENTUAM LAIN-LAIN

Pasai 29

Hal-hai yang belum diatur caiam Peraziran i, $epanjang mengenai pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut dengar Keputusari Kepala Peleksana Badan Penanggulangan Bericana
Daerah setelah mendapat persect;juan Bupati,



o BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasai 30
Peraturan ini mulai berlaku bada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetzhuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inl dengan

penempatannya dalam Berita Dacrah.

Ditetapkan di Brebes )
ada tanggal ;?.a\/dn(- JOOJ
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